
Menimbang 

BUPATISANGGAU 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA 

BUPATI SANGGAU, 

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kcbijakan umum APBD, 

keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, 

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 

dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun Anggaran 2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286]; 

5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Unclang-Unclang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

5234); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif 

Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pcmerinlah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kecludukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

scbagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pecloman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor I9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816]; 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 833 Tahun 20I2 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor I6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 104); 
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Ta.hun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) scbagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 13ersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) scbagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

37. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 
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38. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

201I ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pcngelolaan Keuangan Dacrah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07 /2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 I 6; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I53/PMK.07 /2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016; 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2005 ten tang Keduclukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keclua atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor I Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan 

Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau; 
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48. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau; 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Dinas Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2013; 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau; 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Saluan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau; 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kchutanan Kabupaten Sanggau; 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Kabupatcn Sanggau; 

56. Peraturan Daerah Kabupatcn Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014; 



58. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sanggau; 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 20 I I ten tang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten 

Sanggau; 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu 

scbagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016; 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor I Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan dangka 

Mcncngah Daerah Tahun 2014 - 2019; 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Tirta Pancur 
Aji Kabupaten Sanggau; 

65. Peraturan Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 2); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada PT.Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; 



Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

dan 

BUPATI SANGGAU 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2016. 

Pasal I 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.665.112.736.418,94 

bertambah sejumlah Rp.75.492.716.874,14 Sehingga menjadi Rp.1.740.605.453.293,08 sebagai berikut: 

1. Pcndapatan 

a. Semula 

b. Berkurang 

Rp.I .458.902.394.030,04 

Rp. 19.271.730.267,24 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

2. Belanja 

a. Scmula 

b. Bertambah 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 

Defisit sctelah pcrubahan 

Rp.1.439.630.663.762,80 

Rp.1.731.105.453.293,08 

Rp. 291.474.789.530,28 

·l 

Rp.1.663.612.736.418,94 

Rp. 67.492.716.874,14 



3. Pembiayaan: 
a. Penerimaan 

1. Semula 
2. Bertam bah 

Rp. 206.210.342.388,90 

Rp. 94.764.447.141,38 
3. Jumlah Penerimaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran 
Rp. 300.974.789.530,28 

1. Semula 
2. Bertambah 

Rp. 

RD. 
1.500.000.000,00 

8.000.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan 

Rp. 

Rp. 

9.500.000.000,00 

0,00 

Rp. 291.474.789.530,28 

Pasal 2 

(l) Pendapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari : 
a. Penclapatan /\sli Daerah 

I. Semula 
2. Berkurang 

Rp. 86.088.627.266,04 
Rp. 158,947.566,04 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 85.,929.679.700,00 

b. Dana Perimbangan 
I. Semula 
2. Bertambah 

Rp.1.075.611.842.000,00 
Rp. 91.425.976.673,00 

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp.1.167.037.818.673,00 



c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

I. Semula 

2. Berkurang 

Rp. 297.201.924.764,00 
Rp. 110.538.759.374,20 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah setelah perubahan Rp. 186.663.165.389,80 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah 

I. Semula 

2. Berkurang 

Rp. 28.774.609.730,00 

Rp. 899.287.070,00 
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 27.875.322.660,00 

b. Retribusi Daerah 

1. Semula 
2. Berkurang 

Rp. 5.963.564.261,00 
Rp. 1.344.429.061,00 

Jumlah Retribusi Daerah setelah pcrubahan 

c. 1-lasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

1. Semula Rp. 5.335.828.361,04 
2. Bertambah Rp. 523.900.330,96 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
setclah perubahan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

I. Semula Rp. 46.014.624.914,00 
2. Bertambah Rp. 1.560.868.234,00 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan 

Rp. 4.619.135.200,00 

Rp. 5.859.728.692,00 

Rp. 47.575.493.148,00 

(3) Dana Pcrimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil 

I. Semula Rp. 96.204.491.000,00 
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2. Berkurang Rp. 34.068.062.327,00 
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 62.136.428.673,00 

b. Dana Alokasi Umum 

1. Semula 

2. Bert am bah 

Rp.831.737.641.000,00 
Rp. 0,00 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.831.737.641.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus 

1. Semula 

2. Ber tam bah 

Rp.147.669.710.000,00 
Rp.125.494.039.000,00 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubaham Rp.273. 163.749.000.00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah scbagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufc terdiri darijenis 
pendapatan : 

a. Hibah sejumlah 
b. Dana Darurat sejumlah 

c. Dana Bagi Hasil Pajak 

1. Semula 

2. Bertambah 

Rp. 57.513.353.764,00 
Rp. 5.239.368.625,80 

Rp. 
Rp. 

0,00 
0,00 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Rp. 62.752.722.389,00 

1. Semula 

2. Berkurang 

Rp. 115.709.328.000,00 
Rp. 115.709.328.000,00 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

setelah perubah an 

e. Bant.Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya 

Rp. 0,00 
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1. Semula 

2. Berkurang Rp. 68.800.000,00 
Rp. 17.000.000.000,00 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya 
setelah peru bah an 

f. Pendapatan Lainnya 
Rp. 16.931.200.000,00 

1. Semula 
2. Bertam bah 

Rp. 106.979.243.000,00 
Rp. 0,00 

Jumlah Pendapatan Lainnyasetelah perubahan 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung 

Rp. 106.979.243.000,00 

1. Semula 

2. Bertambah 
Rp. 851.021.623.729,81 
Rp. 23.812.601.960,41 

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan 
b. Belanja Langsung 

Rp. 874.834.225.690,22 

1. Semula 

2. Be rtam bah 
Rp. 812.591.112.689,13 
Rp. 43.680.114.913,73 

Jumlah Belanja Langsung sctelah perubahan Rp. 856.271.227.602,86 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 

1. Semula 

2. Bertambah 
Rp. 627.171.173.793,81 
Rp. 11.806.155.460,4 l 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 
b. Belanja Bunga 

Rp. 638.977.329.254,22 



l. Semula 

2. Berkurang 
Rp. 

Rp. 
0,00 

0,00 
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan 

c. Belanja Subsidi sejumlah 
d. Belanja Hibah 

Rp. 

Rp. 
0,00 
0,00 

1. Semula 

2. Bertambah 
Rp. 21.248.000.000,00 

Rp. 10.514.610.000,00 
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan 

e. Belanja Bantuan Sosial 
Rp. 31.762.610.000,00 

1. Semula 

2. Bertambah 
Rp. 1.353.101.550,00 

Rp. 123.436.500,00 
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan 

f. Belanja Bagi Hasil 
RD. 1.476.538.050,00 

1. Semula 

2. Bertambah 
Rp. 4.122.540.390,00 

Rp. 0,00 
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 4.122.540.390,00 

g. Bclanja Bantuan Keuangan 
I. Semula 

2. Bertambah Rp. 868.400.000,00 

Rp.196.126.807.996,00 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 196.995,207.996,00 

h. Belanja Tidak Terduga 
I. Semula 

2. Bertambah 
Rp. 1.000.000.000,00 

Rp. 500.000.000,00 
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf b terdiri dari jenis belanja : 

"4 



a. Belanja Pegawai 
1. Semula 

2. Berkurang 
Rp 78.292.913.480,00 
Rp. 4.442.597.250,00 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 73.850.316.230,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 

I. Semula 

2. Bertambah 
Rp.322.593.069.631,75 
Rp. 35.673.167.818,42 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan 

c. Belanja Modal 

Rp.358.266.237.450, 17 

1. Semula 

2. Bertambah 
Rp. 411.705.129.577,38 
Rp. 12.449.544.345,31 

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.424.154.673.922,69 

Pasal 4 

(l) Pembiayaan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari: 
a. Penerimaan 

l. Scmula 

2. Bertambah 
Rp. 206.210.342.388,90 
Rp. 94.764.447.141,38 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan 
b. Pengeluaran 

Rp.300.974.789.530,28 

I. Semula 

2. Bertambah 
Rp. 1.500.000.000,00 
Rp. 8.000.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 9.500.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 
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a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 
1. Semula Rp. 206.210.342.388,90 
2. Bertambah Rp. 94.764.447.141,38 

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebclumnya setelah perubahan Rp.300.974.789.530,28 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b tcrdiri dari jenis pcmbiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00 

b. Penycrtaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00 
2. Bcrtambah Rp. 5.000.000.000,00 
Jumlah Penyertaan Modal (lnvcstasi) setelah perubahan Rp. 6.500.000.000,00 

c. Pembayaran Pokok Utang 
1. Semula 

2. Bertambah 
Rp. 0,00 
p. 3.000.000.000,00 

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah pcrubahan 

cl. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00 

Rp. 3.000.000.000,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam pasal I, tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
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Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi ; 

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan 

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ; 
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; 
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 
I1.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran ini; 
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; 
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

(1) Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur 
dengan Peraturan Bu pati. 
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1. Lampiran I 
2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 
5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 



Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. 

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 27 Oktober 2016 

BUPATI SANGGAU, 

TTD 

PAOLUS HADI 

Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 27 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, 

TTD 

A.L. LEY SANDRI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 7 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (7/2016) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIA, HUKU, DAN HAM, 
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MH 
/b) 

03 1 002 
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